BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan afirmasi terhadap perempuan sebagaimana diatur di dalam
konvensi CEDAW memiliki keterkaitan dengan kondisi perempuan yang
selama ini kerap kali mengalami diskriminasi dan ketidakadilan akibat
adanya konstruksi gender di dalam masyarakat. keterkaitan tersebut terjadi
karena tindakan afirmatif ini merupakan suatu solusi yang dapat mengubah
kondisi perempuan yang rentan akan diskriminasi dan menghapuskan
ketidakadilan yang berlandaskan perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi
dan ketidakadilan yang selama ini dialami oleh perempuan berusaha
dihilangkan oleh tindakan afirmatif melalui pemberian tindakan khusus
sementara terhadap perempuan untuk meningkatkan persamaan secara “de
facto” antara laki-laki dan perempuan. Selain itu tindakan afirmasi terhadap
perempuan pun dapat bertindak sebagai support system yang akan
membangkitkan kembali semangat dan kepercayaan diri perempuan agar
mau mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam berbagai aspek
kehidupan, khususnya dalam ranah-ranah strategis yang dahulu didominasi
oleh laki-laki seperti ranah ekonomi, publik dan politik. Dengan tingginya
tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai ranah tersebut diharapkan
mampu memutus rantai konstruksi gender yang merugikan perempuan dan
menggantinya dengan perspektif baru yang tidak lagi mendiskriminasi
perempuan.

2. Pengaturan tindakan afirmasi terhadap perempuan di dalam CEDAW yang
lahir atas pengaruh aliran Feminist Legal Theory bukanlah suatu
penyimpangan atau pembatasan yang bertentangan dengan asas non
diskriminasi dalam HAM. Hal tersebut karena antara keduanya terdapat
suatu hubungan yang saling menunjang, di mana tindakan afirmatif ini
berperan sebagai langkah positif dalam mewujudkan tujuan dari asas non
diskriminasi dalam HAM, khususnya bagi kelompok perempuan. Selain itu
tindakan afirmasi terhadap perempuan ini pun tidak dapat dikategorikan

sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap laki-laki karena meskipun
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di antara keduanya terdapat suatu pembedaan perlakuan terhadap suatu
kelompok tertentu, namun pembedaan perlakuan di dalam tindakan
afirmatif ini hanya bersifat sementara sedangkan pada diskriminasi, hal

tersebut dapat terjadi tanpa terbatas oleh jangka waktu tertentu.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa
pengaturan dan pemberlakuan tindakan afirmasi terhadap perempuan memiliki
banyak sekali manfaat khususnya dalam meningkatkan jumlah partisipasi
perempuan pada berbagai aspek kehidupan serta dalam pemenuhan hak dan
kebebasan dasar perempuan secara umum. Sebagaimana telah diketahui pula
bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi CEDAW
hanya memfokuskan pengaturan dan memberlakukan tindakan afirmasi
terhadap perempuan ini pada bidang politik saja yang diatur di dalam beberapa
peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum. Maka dari itu
berdasarkan hasil-hasil positif yang selama ini telah ditunjukkan oleh
pemberlakuan tindakan afirmasi terhadap perempuan, penulis kemudian ingin
memberikan saran bagi Pemerintah Indonesia untuk menerapkan dan
memberlakukan tindakan afirmatif tersebut ke dalam sektor krusial lainnya
seperti bidang pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan demikian
diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam berbagai
aspek kehidupan di Indonesia yang kemudian secara perlahan dapat
menghilangkan diskriminasi dan mekanisme pembagian peran di masyarakat
yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Selain itu untuk
memaksimalkan partisipasi serta peran perempuan di masyarakat, penulis
menyarankan pemerintah untuk tidak hanya berfokus dalam meningkatkan
kuantitas melalui pemberlakuan tindakan afirmatif saja, tetapi juga perlu
ditunjang dengan turut mengupayakan peningkatan kualitas dari perempuan itu
sendiri. Hal tersebut tentunya diharapkan mampu mengoptimalkan peran
perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang secara “de facto” telah

meningkat dengan diberlakukannya tindakan afirmatif.
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